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Penerimaan Daerah

Kemenkeu-Pengusaha Akan
Diskusikan soal Pajak Hiburan

[AKAINTIA -~ Kementerian
Keuangan [Kemenkeu) beren-
cana mengadakan pertemuan
dengan para pelaku usaha un-
ik mendiskasikan pajak ba-
rangjasaerrentu (PBIT) umntuk
kesenian dan hiburan atau pa-
jak hiburan. Sebab, kenaikan
pajak hiburan oleh daerah,
khususnya di Bali, jauh di atas
ekspektasi pelakun usaha.

“Kami bersama Kementeri-
an Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif akan berbicara dengan
para pelaku usaha hiburan spa
dan karanke. Kemenparekraf
sepakat untuk kKita bicara de-
ngan asosiasi, kami akan jad-
walkan,” kata Direkrur Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Kemenkeu, Lydia Kurniawati
Christyana saat rhedia briefing
cli Takarta, Selasa (16G/1).

Cralam Undang-Undang
NMomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Kouangan antara
Pemerintah Pusat dan Peme-
rintah Daemh {HEKPD), ditetap-
kan bahwa spa dan karaoke
rermasuk jenis pajak hi-
buran yvang dikenakan
tarif batas bawah 40
porsen dan batas atas
75 persen, sama de-
ngan jenis pajak dis-
kotel kelab malam,
dian bar Desaran ta-
rif it memper-
timbangkan
jenis  hibar-
an terse bt
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mati oleh golongan masyarakat
terteniu, schingga pemerintah
menetapkan batas bavwah guna
mencegah perdombaan pene-
tapan tarf pajak rendah demni
meningkatkan omeet usaha,
Twdia mengatakan penen-
tuan tarif tersebur telah mem-
pertimbangkan masukan dari
berbagai pihak, termasuk pem-
bahasan bersama DPR. "Pe-
merintah dan DPR telah mem -
pertimbangkan masukan dari
berbagai pihak, mendasarkan
pada praktik pemuongutan di
lapangan dan  mempertim -
bangkan pemenuhan rasa ke-
adilan masyarakat, khususnya
bagi kelompok masyarakat
yvang kurang mampu dan periu
mendapatkan dukungan lebih
kuat melalui optimalisasi pen-
dapatan negara,” jelas Lydia.
Dia menyatakan Kemenkew
atau pemerintah sangat terbauka
bila ada kerenman yang tidak
disemjui atau butuh uji materi
[(judicial review). Adapun ter-
kait proses uji mareri yanmg
dilakukan okh Gabwirg-
an Tndustri Pariwisata
Indonesia (GIP1} Bali,
K menter ian K-
uangan akan mem-
berikan pemyataan
saat sidang dilakn-
kan.
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Pariwisata Indonesia (GIPIL)
Bali menvebutkan sejumlah
pengusaha spa di Pulan De-
wata mengajukan wuji materi
(judicial review) ke Mahka-
mah Konstitusi terkait pasal
vang mengatur tarif pajak dan
klasifikasinya dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022
Kema 1P1 Bali Ida Bagus
Agung Parta Adnyana berha-
ap penerapan kenaikan tarif
pajak hiburan dapat ditunda.

Gap Lebar
Perhimpunan Hotel dan
Restoran  Indonesia  (PHRI)

Bali menilai besaran tarif pa-
jak spa di Pulau Dewata ide-
alnya 15 persen agar tdak
berbeda jauh dengan pajak
hotel dan restoran sebesar 10
persen, “Perbedaan itu jangan
terlalu ekstrem, pajak  hotel
dan restoran itu 10 persen, sc-
dangkan spa im 40 persen. Ka-
lau melibat rasionya ina 15 per-
sen (pajak spa) sudah ideal”
kata Ketua PHRIT Bali Cokorda
Oka Artha Ardana Sukawati di
Drenpasar, kemarin.

Dia menilal besaran
pajak  ita merupakan ama-
nat Undang-Undang (UL}
sehingga pemerintah dae-
rah tidak dapat melakukan
intervensi. Untuk ita, upava
peninjavan kembali di Mah-
kamah Konstitusi { MK) terkait
besaran pajak spa dan klasifi-
kasinya ke jasa hiburan, diha-
rapkan merevisi besaran tarif
pajak usaha spa. ® Ant/E-10
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